BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO

Menimbang :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO

NOMOR 2 TAHUN 20138
TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional
dalam rhengatur dan mengurus kepentingan v, masyarakat
setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan
berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

bahwa Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk
sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi
kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat
menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan
pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang
adil, makmur, dan sejahtera;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta peraturan
pelaksanaannya, perlu menetapkan pelaksanaan tata
kelola pemerintahan desa guna menjamin terwujudnya

kesejahteraan masyarakat;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huru b, dan huruf c, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa;



Mengingat

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; ‘ |
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3965);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495); |
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 téntang
Pemerintahan Daerah‘ (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaranr Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DESA.

BABI
'~ KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Boalemo.

Bupéti adalah Bupati Boalemo.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

Desa adalah Desa dan Desa adat atau yangr disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan- Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa | adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. | » |
Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa Lembaga yang melaksanakan
fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk
Desa berdasarkan katerwakilan wilayah dan ditetapkannya secara
demokratis - .
Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi'
penierintahan yang anggotanya merupakan wakil dari pen&uduk Desa
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan
Desa, Pemerintah Desa, dan unsur asyarakat yang diselenggarakan oleh
Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat
strategis. '



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan
oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan
Permusyawaratan Desa. |

Keputusan Kepala Desa adalah penetapan oleh Kepala Desa yang bersifat
konkrit, individual, dan final. _ \
Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hldup dan

kehidupan untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama
pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan
fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perde‘saan, pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana
perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Anggaran Pendapatan dan Bélanja Desa yang selanjutnya disebut APB

' Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

17.

18.

19.

20.

21

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut
RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka
waktu 6 (enam) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah
penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa,
dibeli atau diperoleh atas beban‘Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
atau perolehan hak lainnya yang sah.

Pembérdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan

kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan

pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta

memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program,
kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan
prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Hari adalah hari kerja.



BAB II
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

, Pasal 3
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:
kepastian hukum; 7

tertib penyelenggaraan pemerintahan;
tertib kepentingan umum; |
keterbukaan;

proporsionalitas;

profesionalitas;

akuntabilitas;

efektivitas dan efisiensi;

kearifan lokal;

keberagaman; dan

partisipatif.

S
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Bagian Kedua
Pemerintah Desa

Pasal 4
Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Kepala Desa
yang dibantu oleh perangkat Desa. ‘

B_agié.n Ketiga
Kepald Desa

Pasal 5
(1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa,
melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan

pemberdayaan masyarakat Desa.



(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

(3)

Desa berwenang:

a.

b.
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memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;

memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
menetapkan Peraturan Desa; |

menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

membina kehidupan masyarakat Desa;

membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

membina dan ‘ meningkatkan  perekonomian Desa serta
mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif
untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
mengembangkan sumber pendapatan Desa;

mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara
guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
memanfaatkan teknologi tepat guna; |

mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;

mewakili Desa di- dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa
hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

Desa berhak: ; ,

a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;

b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;

c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan
lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;

d. mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan;

dan
memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada

perangkat Desa.



(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

Desa berkewajiban:

a.

a o o

oo
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memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesétuan Republik
Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

meningkatkan kesejahteraan' masyarakat Desa;

memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

mclenaati dan menegakkan peraturan perundang- undangan;
mclelaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
mel:laksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel,
transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari
kolusi, korupsi, dan nepotisme;

menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku
kepentingan di Desa; |

menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
mengelola Keuangan dan Aset Desa;

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;

mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;

membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan
lingkungan hidup; dan

memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban, Kepala Desa

‘wajib:

a.

menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir

tahun anggaran kepada Bupati;

- menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir

masa jabatan kepada Bupati; dan

memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara

tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun

anggaran.



Pasal 7

(1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui camat paling
lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

(2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) paling sedikit memuat:

a.
b.
c.
d.

pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan

pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

(3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar

pembinaan dan pengawasan.

Pasal 8

(1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan

Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf b kepada Bupati melalui camat. ‘

(2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu S (lima) bulan sebelum
berakhirnya masa jabatan.

(3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) paling sedikit memuat:

b.

C.

d.

c.

ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya; ‘
rencana 'penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu
untuk S (lima) bulan sisa masa jabatan;

hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan

hal yang dianggap perlu perbaikan.

“4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh kepala Desa

kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

Pasal 9

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan

Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c setiap

akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara
tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.



(2) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan Peraturan
Desa. ’ | ; |

(3) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digtinakan oleh Badan Permusyawaratan Desa
dalam melaksanakan fungsi pengawasan kineija kepala Desa.

Pasal 10
Kepala Desa menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi
yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan

Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa.

- Pasal 11
(1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan
dan/atau teguran tertulis. :
(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat

- dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 12
Kepala Desa dilarang: ‘
a. merugikan kepentingan umum; ,
b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga,
pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
c. menyalahgunakan wewenang, mgaé, hak, dan/atau kewajibannya;
d. | melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ atau golongan
masyarakat tertentu; | | |
e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Désa; -
melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, Vbarang,
dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau
tindakan yang akan dilakukannya; | |
menjadi pengurus partai politik; |

o

h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; |
i. merangkap - jabatan sebagai ketua dan/atau ’anggota Badan
Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik |
Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik I‘ndonesia," Dewan
- Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1



Daerah, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-
undangan; |

J. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau
pemilihan kepala Daerah;

k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan

l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa
alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 13
(1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran
tertulis.
(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat
dilanjutkan dengan pemberhentian.

Bagian Keempat
Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 14
Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah
Daerah.

Pasal 15
Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan
kepala Desa hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasél 16
(1) Kepala Desa berhenti karena:
a. meninggal dunia;
'b. permintaan sendiri; atau
c. diberhentikan. |
(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
- karena: |
" a. berakhir masa jabatannya;
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau
berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;



c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa; atau

d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa.
(3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 17

Ketentuan mengenai tatacara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian
Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 16
diatur dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kelima
Perangkat Desa

Paragraf 1

‘Umum ’

Pasal 18
(1) Perangkat Desa terdiri atas: |
a. sekretariat Desa;
b. pelaksana kewilayahan; dan
c. pelaksana teknis.
(2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala Desa.

Pasal 19

(1) Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf
sekretariat yang bertugas membantu kepala Desa dalam bidang
administrasi pemerintahan.

(2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak
terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.

(3) Ketentuan mengenai bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dengan Peraturan Bupati “berdasarkan ketentuan peratufan |

perundang-undangan. |

_ Pasal 20
(1) Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai
satuan tugas kewilayahan.
(2) Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara
pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa.



Pasal 21
(1) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai -
pelaksana tugas operasional.
(2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak
terdiri atas 3 (tiga) seksi. |
(3) Ketentuan mengenai pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan.

Paragraf 2}
Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 22
(1) Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang‘ memenuhi persyaratan:
a. berpehdidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang
sederajat;
b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empét puluh dua)
tahun; |
C. terdaftér sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling
kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
d. syarat lain yang ditentukan oleh Bupati.
(2) Syarat ’lain pengangkatan perangkat Desa yang ditentukan oleh Bupati

harus memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat.

Pasal 23
Pehgangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai
berikut: | |
a. kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon
perangkat Desa; ' | ‘ -
b. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai pengangkatan
| perangkat Desa; | :
C. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat niengenai calon
perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
d. rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam

pengangkatan perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.



‘ Pasal 24
(1) Pegawai negeri sipil Daerah yang akan diangkat menjadi perangkat Desa
harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
(2) Dalam hal pegawai negeri sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan
dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa

tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.

Paragraf 3
Pemberhentian Perangkat Desa
, Pasal 25
(1) Perangkat Desa berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. permintaén sendiri; atau
c. diberhentikan. .
(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c, karena: | ,
a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
b. berhalangan tetap;
c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau

d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Pasal 26

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanismé sebagai

berikut:

a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai
pemberhentian perangkat Desa;

b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai
pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala
Desa; dan

- c¢. Rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam

- pemberhentian perangkat Desa dengan Keputusan Képala Desa.



Pasal 27

1. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas
perangkat desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang
dirangkap oleh perangkat desa laink yang tersedia

2. Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh
Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan
kepada Bupati melalui Camat pahng lambat 7 ( tujuh ) hari setelah tanggal
penugasan .

3. Pengisian jabatan perangkat'Desa yang kosong paling lambat 2 ( dua )
bulan sejak perangkat desa berhenti i

4. Pengisian jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga
) dilakukan dengan cara : o k -
a. Mutasi jabatan antar perangkat desa dilingkungan perangkat desa;dan
b. Penjaringan dan penyaringan perangkat desa

5. Pengisiaﬁ Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 4
dikonsultasikan dengan Camat »

6. Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat
menerima penghasilan tétap dan tunjahgan dari jabatan perangkat desa
definitifnya |

~ Pasal 28
1. Dalam rangka penyegaran perangkat desa kepala desa dapat melakukan
mutasi antar jabatan pada perangkat desa
2. Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ( satu ) hanya dapat dilakukan

apabila telah mendapatkan rekomendasi dari camat

, Bagianr Keenam
Pakaian Dinas dan Atribut
Pasal 29 |
(1) Kepala Desa dan perangkat Desa mengenakan pakaian dinas dan atribut.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas dan atribut sebagainiana
| dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan

Peraturan Perundang-undangan.



Bagian Keenam

Musyawarah Desa

Pasal 30 |
(1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa
yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
(2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh
~ Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

perwakilan kelompok nelayan;

perwakilan kelompok perajin;

a. tokoh adat;

b. tokoh agama;

c. tokoh masyarakat;

d. tokoh pendidikan;

e. perwakilan kelompok tani;
f.

g.

h.

perwakilan kelompok perempuan;

[
.

perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan
j- perwakilén kelompok masyarakat miskin.
~ (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
- musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan
kondisi sosial budaya masyarakat.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib dan mekanisme pengambilan
keputusan musyawarah Desa diatur dengan Peraturan Bupati bedasarkan

peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 31
Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:
a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala
| Desa; | |
, b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan

.c. - melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.



| | - Pasal 32

(1) Anggota Badan Permu,syawaratanv Desa merupakan wakil dari penduduk
Desa berdasarkan keterwakilan ‘wilayah yang pengisiannya dilakukan
secara demokratis. k |

(2) Masa keanggotaan Badan PermusyaWaratan Desa selama 6 (enam) tahun
‘terhitung seJak tanggal pengucapan sumpah/janji.

(3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebaga1rnana dimaksud pada ayat
(1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tlga) kali secara
berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

o Pasal 33
" Ketentuan mengenai Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 dan Pasal 32 diatur dengan Paeraturan Daerah.

Bagian Kedelapan

‘Penghasilan Pemerintah Desa

Pasal 34
(1) Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa dianggarkan dalam
APB Desa yang bersumber dari ADD.
(2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat
Desa menggtinakan penghitungan sebagai berikut:
a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
b. ADD yang berjumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
 sampai dengan Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan
iriaksimal 50% (lima puluh perseratus);
c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta
‘rupiah) sampai dengan Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah)
digunakan maksimal 40% (émpat puluh persefatus); dan
" d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta
rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus). »
(3) Pengaloka31an batas maksimal sebageumana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, :
| kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis. '



(4) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap:
a. kepala Desa;
b. sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari
penghasilan tetap kepala Desa per bulan; dan
c. perangkat Desa selain sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh
perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan.
(5) Besaran penghasilanb tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

(1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal
34, kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan
lain yang sah. '

(2) Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat bersumber dari APB Desa dan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan. | |

(3) Besaran tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36
Pemberian penghasillan tetap dan tunjangan lainnya yang berupa uang
dibayarkan setiap bulan, triwulan atau waktu yang ditetapkan, berdasarkan
daftar yang dibuat oleh bendaharawan desa dengan diketahui dan disetujui
oleh Kepala Desa terhitung mulai tanggal pelantikan.

Pasal 37
(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan denga hormat karena
berakhir masa jabatannya dapat diberikan penghargaan dari Pemerintah
Daerah. v
(2) Ketentuan mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38
Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan tidak dengan hormat dari
jabatannya tidak diberikan penghargaan dari Pemerintah Desa maupun
Pemerintah Daerah.



Pasal 39
(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari
Jabatannya dlbenkan penghasilan sebesar Y% (satu per dua) baglan dari
penghasﬂan tetap dan tidak dlbemkan tunjangan lainnya.
(2) Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa menenma Y2 (satu per dua)

bagian dari penghasilan tetap Jabatan tersebut.

Pasal 40 ,

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia, kepada ahli
warisnya diberikan uang duka dari pemerintah berupa kain kafan
secukupnya, peti mati, dan penguburan yang dianggarkénpada APB Desa.

(2) Pemerintah Daeréh memberikan uang duka kepada ahli waris
sebagaiména dimaksud pada ayat (1). |

(3) Ketentuan mengenai uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
KEWENANGAN

Pasal 41

- Kewenangan Desa meliputi: |

a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;

b. kewenangan lokal berskala Desa, |

c. kewenangan yang dltugaskan oleh Pemerintah, pemerintah Daerah
prov1n31 atau pemerintah Daerah; dan ‘

d. ,kewenangan lain yang dltugaskan oleh Pemerintah, pemerintah Daerah
provinsi, atau pemermtah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 42

(1) Kewenangan Desa berdasarkan ‘hak asal usul sebagalmana dimaksud

dalam Pasal 41 hurufa paling sedikit terdiri atas:

a. sistem organisasi masyarakat adat;

b. pemblnaan kelembagaan masyarakat;

c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
e

pengembangan peran masyarakat Desa.



(2)

Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41
huruf b paling sedikit terdiri atas kewenangén:

pengelolaan tambatan perahu;

pengelolaan pasar Desa; |

pengelolaén tempat pemandian umum,;

‘pengelolaan jaringan irigasi; "

pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;

Mo oo g

pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan
terpadu; |

pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;

o

h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;

i.  pengelolaan embung DeSa; ‘

j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
k. pembuatan jalan Desa antarpermukiman ke wilayah pertanian.

Pasal 43

Penyelenggaraan kewenangan' berdasarkan hak asal usul oleh desa adat paling
-sedikit meliputi: |

ROt e a0 TP

penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat;
pranata hukum adat;

pemilikan hak tradisional;

pe’ngeloyla‘anrtanah kas desa adat;

pengelolaan tanah ulayat; ,

kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa adat;

pe’ngis‘i_an jabatan kepala desa adat dan perangkat desa adat; dan
masa jabatan kepala desa adat.

Pasal 44
Ketentuan mengenai fungsi dan kewenangan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan
keinasjarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berlaku
secara - mutatis mutandis terhadap fungsi dan kewenangan

penyelenggaraan pemerintahan desa adat, pelaksanaan  pembangunan

desa adat, pembinaan kemasyarakatan desa adat, dan pemberdayaan

masyarakat desa adat.



(2)

(3)

(1)

()

(3)

Dalam menyelenggarakan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 41 huruf a serta fungsi dan kewenangan pemerintahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), desa adat membentuk kelembagaan yang
mewadahi kedua fungsi tersebut.

Dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan pemerintahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa adat atau sebutan lain dapat
mendelegasikan kewenangan pelaksanaannya kepada perangkat desa adat

atau sebutan lain.

~ Pasal 45

Pemerintah Daerah Daerah melakukan identifikasi dan inventarisasi
kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dengan melibatkan Desa.
Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bupati menetapkan peraturan Bupati tentang daftar
kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala
Desa seéuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindéklanjuti oleh
Pemerintah Desa dengan menetapkan Peraturan Desa tentang kewenangan
berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai

dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

Pasal 46

Kewenangan yang ditugaékan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV ”
PERATURAN DI DESA

Bagian Kesatu

Peraturan Desa

Pasal 46

(1) Rancangan peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.

(2) Badan Permusyawaratan Desa dapat mengusulkan Rancangan Peraturan

Desa kepada Pemerintah Desa.



(3)

(4)

(3)

(4)

(5

(6)

Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa untuk mendapatkan
masukan. |

Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan oleh képala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama

Badan Permusyawaratan Desa.

- ‘Pasal 47
Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan
oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk
ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung
sejak tanggal kesepakatan. | |
Rancangan peraturan Desa sebagairnana dimaksud pada ayat (1) wajib
ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling
lambat 15 (lima bélas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan
peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.
Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan
hukum yang mengikat sejak diundémgkan dalam lembaran Desa dan berita
Desa oleh sekretaris Desa.
Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pembinaan dan pengawasan
paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah diundangkan.

(7) Peraturan Desa wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

Bagian Kedua
Peraturan Kepala Desa

Pasal 48

Peraturan kepala Desa merupakan peraturan pelaksanaan peraturan Desa.

Pasal 49

(1) Peraturan kepala Desa d1tandatangan1 oleh kepala Desa.
(2) Peraturan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dlundangkan

oleh sekretaris Desa dalam lembaran Desa dan berita Desa.

(3) Peraturan kepala Desa wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.



Bagian Ketiga

Pembatalan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

Pélsal 50
Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa yang bertentangan dengan
kepentlngan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang—undangan yang
lebih tinggi dibatalkan oleh Bupati.

Bagian Keempat

Peraturan Bersama Kepala Desa

Pasal 51
(1) Peraturan bersama kepala Desa merupakan peraturan kepala Desa dalam
rangka(kexja sama antar-Desa.
(2) Peraturan bersama kepala Desa ditandatangani oleh kepala Desa dari 2
(dua) Desa atau lebih yang melakukan kerja sama antar-Desa.
3) Peraturan bersama kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat Desa

masing-masing.

BAB V
KEUANGAN DAN KEKAYAAN DESA

Bagian Kesatu

Keuangan Desa

Paragraf 1

Umum

| Pasal 52

(1) Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan
kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APB Desa. | |

(2) Pe‘nyel‘eng‘garaan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh
,anggarah pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan
beIanja Daerah. '

(3) Penyélenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah
didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. ‘

(4) Dana anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dialokasikan pada bagian anggaran kementenan/ lembaga

dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat Daerah.



(5) Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah

Daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 53
Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalm rekenlng kas Desa

dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 54
Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan
bendahara Desa. |

| Pasal 55
(1) Pengelolaan keuangan Desa meliputi:
a. pcréncanaan; |
b. pelaksanaan;
c. | penatausahaan;
~d. pelaporan; dan
e. pertanggungjawaban. ,
(2) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). | |
“ (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasakan sebagian

kekuasaannya kepada perangkat Desa.

Pasal 56
(1) Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun
anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
(2) Pengalokasmn Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Paragraf 2
- Pengalokasian Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

‘ Pasal 57 ’
(1) Pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi Desa yang
ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



(2) Ketentuan mengenai pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 58

(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan
belanja Daerah ADD setiap tahun anggaran.

(2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh
perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran
pendapatan dan belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

(3) Pengalokasian = ADD  sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

- mempertimbangkan: ‘
a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan
b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa,
dan tingkat kesulitan geografis Desa.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai- tata cara pengalokasian ADD

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 59
(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi
Daerah kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi
penerimaan hasil pajak dan retribusi Daerah.
(2) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh
Desa; dan v '
b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi
penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.
(3) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah kepada Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati.
(4) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan
retribusi Daerah Daerah kepada Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 60 v
(1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah dapat memberikan
' bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada

Desa.



(2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat

@)

(4)

)

umum dan khusus. _

Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa
penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas
pemerintah Daerah di Desa. | | |
Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemérintah Daerah

pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan

pemberdayaan masyarakat.

Paragraf 3
Penyaluran

Pasal 61
Penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah
dari Daerah ke Desa dilakukan secara bertahap.

(2) Tata cara penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak. Daerah dan

@)

retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.
Penyaluran bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan

dan belanja Daerah provinsi atau anggaran pendapatan dan belanja

Daerah ke Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dilakukan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Paragraf 4
Belanja Desa

. Pasal 62 ) ,
Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan
ketentuan: WL - |
a. paling sedikit 70% (tujuh puiuh perseratus) dari jumlah anggaran

belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan
~ Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran
belanja Desa digunakari untuk:



penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
operasional Pemerintah Desa;

tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan

H LN

insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Paragraf 5
APB Desa

Pasal 63

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama oleh
Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa paling lambat bulan
Oktober tahun berjalan.

(2) Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati melalui Camat
paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

(3) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan Desa tentang
APB Desa kepada camat.

(4) Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31

Desember tahun anggaran berjalan.

Pasal 64

(1) Bupati menginformasikan rencana ADD, bagian bagi hasil pajak dan
retribusi Daerah untuk Desa, serta bantuan keuangan yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Bupati menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada kepala Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah
kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara
disepakati kepala Daerah bersama dewan perwakilan rakyat Daerah.

(3) Informasi dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan

penyusunan rancangan APB Desa.

Paragraf 6
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 65

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa
kepada Bupaﬁ setiap semester tahun berjalan. |

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama

disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.



(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua

disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

4 Pasal 66

(1) Selain penyampaian laporan realisaSi pelaksanaan APB Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), kepala Desa juga menyampaikan
laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada
Bupati setiap akhir tahun anggaran.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 67
Perigadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan peraturan Bupati

dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 68
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan Desa diatur dalam

Peraturan Daerah.

Bagian Kedua‘
Pengelolaan Kekayaan Milik Desa

Paragraf 1

Umum

, Pasal 69
(1) Kekayaan milik Desa diberi kode barang dalam rangka pengamanan.
(2) Kekayaan milik Desa dilarang diserahkan atau dialihkan kepada pihak lain
sebagai pembayaran tagihan atas Pemerintah Desa. |
(3) Kekayaan milik Desa dilaréng digadaikan atau dijadikan jaminan untuk

mendapatkan pinjaman.

Pasal 70
Pengelolaan kekayaan milik Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari
perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, |
pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan,

penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan milik Desa.



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Paragraf 2
Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Milik Desa

Pasal 71
Kepala Desa sebagai pemégang kekuasaan pengelolaan kekayaan milik
Desa. | '
Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
kepala Desa dapat menguasakan sebagian kekuasaannya kepada

perangkat Desa.

| Pasal 72
Peﬁgelolaan kekayaan milik Desa bertujuan meningkatkan keséjahteraan
masyarakat Desa dan meningkatkan pendapatan Desa.
Pengelolaan kekayaan milik Desa diatur dengan Peraturan Desa dengan

berpedoman pada Peraturan Menteri.

, ‘ Pasal 73
Pengelolaan kekayaan milik Desa yang berkaitan dengan penambahan dan
pelepasan aset ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai dengan
kesepakatan Musyawarah Desa. |
Kekayaan milik Pemerintah dan pemerintah Daerah berskala lokal Desa
dapaty dihibahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 74
Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh pemerintah Daerah
dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas
Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas

untuk kepentingan masyarakat umum.



BAB VI
PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

: Bagian Kesatu
Pembangunan Desa
Paragraf 1
Perencanaan Pembangunan Desa
7 , Pasal 75
(1) Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan
dalam Musyawarah Desa.

(2) Musyawarah Desa sebaga1mana dimaksud pada ayat (1) pahng lambat
dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 76
Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75
menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM
Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

Pasal 77 |

(1) Dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, Pemerintah Desa wajib
menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa Secara
partisipatif. ;

(2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa Sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur
masyarakat Desa. : | |

(3) Rancangan RPJM Desa dan rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan
Desa. » |

4) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit
memuat penjabaran visi dan misi kepala Desa terpilih dan arah kebijakan
perencanaan pembangunan Desa. ‘ _

(5) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat “4)
mémperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan Daerah.

(6) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan
penjabaran dari rancangan RPJM Desa untuk Jangka waktu 1 (satu) tahun.



Pasal 78

(1) RPJM Desa mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah
Daerah.

(2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi
kepala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat,
dan arah kebijakan pembangunan Desa.

(3) RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan

~ prioritas pembangunan Daerah.

(4) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam jangka
waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala Desa.

Pasal 79

(1) RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 merupakan penjabaran
dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi uraian:

 a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;

b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh
Desa;

c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui
kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;

d. rencana pfogram, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa
sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan

e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa
dan/atau unsur masyarakat Desa. ‘

(4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Pemerintah
Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah berkaitan dengan
pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah.

(5) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun
berjalan.

(6) RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan
September tahun berjalan.

(7) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.



Pasal 80

(1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Desa
kepada pemerintah Daerah. | |

(2) Dalam hal tertentu, Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan
pembangunan Desa kepada Pemerintah dan pemerintah Daerah provinsi.

(3) Usulan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) harus mendapatkan persetujuan Bupati.

(4) Dalam hal Bupati memberikan persetujuan, usulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah
dan/atau pemerintah Daerah provinsi.

(5) Usulan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dihasilkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

(6) Dalam hal Pemerintah, kpemerin‘tah Daerah provinsi, dan pemerintah
Daerah menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), usulan tersebut dimuat dalam RKP Desa tahun berikutnya.

Pasal 81
(1) RPJM Desa dan/atau RKP Desa dapat diubah dalam hal:
a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis
ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berképanjangan; atau
b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah
Daerah provinsi, dan/atau pemerintah Daerah Daerah.
2) Perubahan RPJM Desa dan/atau RKP Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan
pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

Paragraf 2
Pelaksanaan Pembangunan Desa

~ Pasal 82

(1) Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang
dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.

(2) Pelaksana kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan mempertimbangkan keadilan gender.

(3) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya
alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong
masyarakat.



(4) Pelaksana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan kepada kepala Desa
dalam forum musyawarah Desa. |

(5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam musyawarah Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) untuk menanggapi laporan pelaksanaah

pembangunan Desa.

Pasal 83

(1) Pemerintah, pemerintah Daerah provinsi, dan pemerintah Daerah
menyelenggarakan program sektoral dan program Daerah yang masuk ke
Desa.

(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada
Pemerintah Desa untuk diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa.

(3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berskala lokal Desa
dikoordinasikan dan/atau didelégasikan pelaksanaannya kepada Desa.

(4) Program Sébagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam lampiran APB

Desa.

Bagian Kedua

Pembanguhan Kawasan Perdesaan

Pasal 84

(1) Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpadﬁah pembangunan
antar-Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan
meningkatkan kualitas pelayanan, 'pembangunan, dan pemberdayaan
masyarakét Desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

(2) Pembangunan kawasan perdesaari terdiri atas:

a. penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif;
b. pengembahgan pusat pertumbuhan antar-Desa secara terpadu;

c. penguatan kapasitas masyarakat;

d. kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan

e. pembangunan infrastruktur antarperdesaan.

(3) Pembangunan kawasan pefdesaan memperhatikan kewenahgan
berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa serta
pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial melalui pencegahan
dampak sosial dan lingkungan yang merugikan sebagian dan/atau seluruh

Desa di kawasan perdesaan.



Pasal 85

(1) Pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84

()

-3

(4)

()

(6)

(7)

(8)

9)

(1)

dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dengan

mekanisme:

a. Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai
wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta sarana dan _
prasarana Desa sebagai usulan penetapan Desa sebagai lokasi
pembangunan kawasan perdesaan;

b. u’sulan‘ penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan kawasan
perdesaan disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati;

c. Bupati melakukan kajian atas usulan untuk disesuaikan dengan
rencana dan program pembangunan Daerah; dan

d. berdasarkan hasil kajian atas usulan, Bupati menetapkan lokasi
pembangunan kawasan perdesaan dengan Keputusan Bupati.

Bupati dapat mengusulkan program pembangunan kawasan perdesaan di

lokasi yang telah ditetapkannya kepada Gubernur dan kepada Pemerintah

melalui Gubernur. ‘ ,

Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari Pemerintah

dan pemerintah Daerah Provinsi dibahas bersama pemerintah Daerah

untuk ditetapkan sebagai program pembangunan kawasan perdesaan.

Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari Pemerintah

ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang perencanaan pembangunan nasional.

Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari pemerintah

Daerah Provirisi ditetapkan oleh Gubernur.

Program pefnbangunan kawasan perdesaan yang berasal dari pemerintah

Daerah ditetapkan oleh Bupati.

Bupati melakukan sosialisasi program pembangunan kawasan perdesaan

kepada Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat.

Pembangunan kawasan perdesaan yang berskala lokal Desa ditugaskan

pelaksanaannya kepada Desa.

Pasal 86
Perencanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan aset Desa dan tata ruang
dalam pembangunan kawasan perdesaan dilakukan berdasarkan hasil

musyawarah Desa yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.



(2) Pembangunan kawasan perdesaan yang memanfaatkan aset Desa dan tata
ruang Desa wajib melibatkan Pemerintah Desa.
(3) Pelibatan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada aYat (2) dalam
hal: | 7
a. memberikan informasi mengenai rencana program dan kegiatan
pembangunan kawasan perdesaan;
b. memfasilitasi musyawarah Desa untuk membahas dan ményepakati
pendayagunaan ase"t Desa dan tata ruang Desa; dan

c. mengembangkan mekanisme penanganan perselisihan sosial.

| Bagian’ Ketiga
Pemberdayaan Masyarakat dan Pendampingan Masyarakat Desa

Paragraf 1
Pemberdayaan Masyarakat Desa

- Pasal 87

(1) Pemberdayaan masyarakat Desa bertujuan memampukan Desa dalam

melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan
” Desa, kesatuan tata kelola 'lembaga\ kemasyarakatan Desa dah lembaga
adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan.

(2) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagajmana dimaksud pada ayat (1)

| dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah
Daerah, Pemerintah Desa, dan pihak ketiga.

(3) Pemberdayaén ‘masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, forum
musyawarah Desa, lembaga kemasyarakatan Deysa, lembaga adat Desa,
Badan Usaha Milik Desa, badan kerja sama antar-Desa, forum kerja sama
Desa, dah kelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk

mendukung kegiatan pemerintahan dan‘pernbanguna,n pada umumnya.

Pasal 88
(1) Pemerintah, pemerintah Daerah provinsi, pemerintah Daerah, dan
Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa. 7
(2) Pemberdayaan masyarakat Desa sébagaimana dimaksud pada ayat (1)
' dilakukan dengan: o



a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan
pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa;

b. mengembangkan program dan kegiatan pembéngunan Desa secara
berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan
sumber daya alam yang ada di Desa;

C. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas,
potensi, dan nilai kearifan lokal;

d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada
kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan
kelompok marginal; |

e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa;

f. mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat;

g. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa
yang dilakukan melalui musyawarah Desa;

‘h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya
manusia masyarakat Desa; B '

i. melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan; dan

j- melakukan  pengawasan ‘dan pemantauan  penyelenggaraan
Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara
partisipatif oleh masyarakat Dgsa.

Paragraf 2
Pendampingan Masyarakat Desa

, Pasal 89

(1) Pemerintah dan pemerintah Daerah menyelenggarakan kpembérdayaan
masyarakat Desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan
kebutuhan. | | ,

(2) Pendampingan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat Daerah dan dapat
dibantu oleh tenaga‘ pendamping profesional, kader pemberdayaan
masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.

(3) Camat melakukan koordinasi pendampingan masyarakat Desa di
wilayahnya. o



Pasal 90

(1) Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89

ayat (2) terdiri atas:

a. pendamping Desa yang bertugas mendampingi Desa dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan
Badan usaha milik Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa;

b. pendamping teknis yang bertugas mendampingi Desa dalam
pelaksanaan program dan kegiatan sektoral; dan

c. tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan
kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan

 kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(2) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki

(1)

sertifikasi kompetensi dan kualifikasi pendampingan di bldang ekonomi,
sosial, budaya dan/atau teknik.

(3) Kader pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 89 ayat (2) berasal dari unsur masyarakat yang dipilih oleh Desa

‘untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa,

partisipasi, dan swadaya gotong royong.

‘ Pasal 91
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan pemerintah Daerah dapat
mengadakan sumber daya manusia pendamping untuk Desa melalui

perjanjian kerja yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan

| peraturan Perundang-Undangan.

()

Pemerintah Desa dapat mengadakan kader pemberdayaan masyarakat
Desa melalui mekanisme musyawarah Desa untuk ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Desa.

BAB VII
KERJA SAMA DESA

Pasal 92

(1) Kerja sama Desa dilakukan antar-Desa dan /atau dengan pihak ketiga.

(2) Pelaksanaan kerja sama antar-Desa diatur dengan peraturan bersama

kepala Desa. .

(3) Pelaksanaan kexja sama Desa dengan p1hak ketiga diatur dengan

perjanjian bersama.



(4)

(9)

(1)

(2)

(3)

Peraturan bersama dan perjanjian bersama sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit memuat: |

a. ruang lingkup kerja sama;

b. bidang kerja vsama;

tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;

tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan

c.
d. jangka waktu;

e. hak dan kewajiban;
f. pendanaan;

g.

h.

penyelesaian perselisihan.
Camat atas nama Bupati memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar-Desa

ataupun kerja sama Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 93

Badan kerja sama antar-Desa terdiri atas:

a. Pemerintah Desa;

b. anggota Badan Permusyawaratan Desa;
c. lembaga kemasyarakatan Desa;

d. lembaga Desa lainnya; dan

tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
Susunan organisasi, tata kerja, dan pembentukan badan kerja sama
sebagaimana dimaksud vpada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan
bersama kepala Desa. ,
Badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab
kepada kepala Desa. |

Pasal 94

Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa harus dimusyawarahkan

dengan menyertakan para pihak yang terikat dalam kerja sama Desa.

Pasal 95

(1) Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa dapat dilakukan oleh para

pihak.

(2) Mekanisme perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa atas ketentuan

kerja sama Desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.



Pasal 96

Kerja sama Desa berakhir apabila:

a.

terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam
perjanjian;

tujuan perjanjian telah tercapai;

c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan perjanjian keija sama

@ Moo

(1)

‘tidak dapat dilaksanakan;

salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan
perjanjian;
dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,;

- objek perjanjian hilang;
. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, Daerah, atau

nasional; atau

berakhirnya masa péljanjian.

Pasal 97
Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama Desa diselesaikan secara

musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.

(2) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dalam satu wilayah kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi dan

diselesaikan oleh camat.

(3) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada

@
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ayat (1) dalam wilayah kecamatan yang berbeda pada satu Daerah
difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.

Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3) bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani
oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
Perselisihan dengan pihak ketiga yang tidak dapat terselesaikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan
melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB VIII
LEMBAGA ADAT DESA

Pasal 98

(1) Pembentukan lembaga adat Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.



(2) Pembentukan lembaga adat Desa dapat dikembangkan di Desa adat untuk

menampung kepentingan kelompok adat yang lain.

Pasal 99

Lembaga adat Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa berdasarkan pedoman

- yang ditetapkan .dengan Peraturan Menteri.

BAB IX |
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA OLEH CAMAT

Pasal 100

(1) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Desa.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana‘ dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui:
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fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa;
fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa; '
fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
faSiﬁtasi penerapan dan penegakan peraturan péi"undang—,undangan;
fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dén perangkat Desa;

fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Désa; |

fasilitaéi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permus}rawaratan Desa; -
rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan

pembangunan Desa;

fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;

fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga
kemasyarakatan; | | o
fasilitasi penyusunan perencanaan pembangtinan partisipatif;

fasilitasi :kelja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak

 ketiga;

fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta
penetapah dan penegasan batas Desa; ‘

fasilitasi penyusunan program ‘dan pelaksanaan  pemberdayaan
masyarakat Desa; ﬁ , o '
koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan 7
koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di

wilayahnya. r



BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 101
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, sekretaris Desa yang berstatus
sebagai pegawai negeri sipil tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal‘ 102
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kerja sama antar-Desa atau
kerja sama Desa dengan pihak ketiga yang sedang berjalan tetap dilaksanakan

sampai derigan berakhirnya kerja sama tersebut.

BAB X1
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 103
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan
yang mengatur mengenai Desa yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

e



Pasal 104
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Boalemo.

Dltetapkan di Tilamuta

f DARWIS MORIDU

Diundangkan di Tilamuta
pada tanggal 2 Mei 2018
KABUPATEN BOALEMO,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2018 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO : (2/16/2018)



